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ABSTRAK 

 
Berbagai masalah lingkungan di Kota Semarang membutuhkan solusi yang tepat sasaran. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika lingkungan di Semarang dengan 

menggunakan aplikasi Pantau Semar. Teknologi ini mengoptimalkan sistem CCTV yang 

tersebar di berbagai titik untuk mengawasi isu-isu lingkungan seperti banjir, longsor, dan 

penimbunan sampah di Tempat Penampungan Sementara. Pantau Semar dirancang untuk 

memberikan data yang akurat dan real-time guna mendukung langkah-langkah 

pencegahan bencana. Namun, penerapan Pantau Semar masih menemui hambatan seperti 

kurangnya edukasi publik, koordinasi yang belum optimal antarinstansi, dan jangkauan 

pemantauan CCTV yang masih terbatas di wilayah Semarang. Studi ini mengungkap 

beberapa defisiensi dalam operasional Pantau Semar, antara lain harmonisasi antar-

instansi yang belum sempurna, penyelesaian masalah yang kurang responsif, diseminasi 

informasi kepada publik yang masih terbatas, dan ruang lingkup surveillance CCTV yang 

belum komprehensif karena infrastruktur kamera yang masih kurang. Walaupun begitu, 

implementasi Pantau Semar juga menghadirkan manfaat positif. Teknologi ini berhasil 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam observasi dan pelaporan problematika 

lingkungan. Untuk memaksimalkan efisiensi Pantau Semar, disarankan memperkuat 

sinergi lintas sektor dengan membentuk unit kerja terdedikasi dan mengembangkan SOP 

yang memiliki timeline yang jelas. Mekanisme monitoring harus direvitalisasi melalui 

sistem tracking report dan metrics performa yang terukur. Engagement dengan 

masyarakat perlu diintensifkan melalui automatic notification system dan forum dialog 

berkelanjutan. Platform teknologi perlu diinovasi dengan antarmuka yang lebih intuitif, 

konvergensi layanan informasi dan complaint system, serta implementasi fitur data 

analytics. Selain itu, skema pembiayaan perlu didiversifikasi melalui partnership dengan 

dunia usaha dan alokasi dana khusus dalam APBD. 
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ABSTRACT 

 
Various environmental problems in Semarang City require targeted solutions. This research 

aims to analyze environmental issues in Semarang using the Pantau Semar application. This 

technology optimizes CCTV systems distributed across various points to monitor 

environmental issues such as flooding, landslides, and waste accumulation at Temporary 

Collection Sites. Pantau Semar is designed to provide accurate and real-time data to support 

disaster prevention measures. However, the implementation of Pantau Semar still encounters 

obstacles such as lack of public education, suboptimal inter-agency coordination, and limited 

CCTV monitoring coverage in the Semarang area. This study reveals several deficiencies in 

Pantau Semar's operations, including imperfect inter-agency harmonization, less responsive 

problem resolution, limited information dissemination to the public, and incomprehensive 

CCTV surveillance scope due to inadequate camera infrastructure. Nevertheless, the 

implementation of Pantau Semar also presents positive benefits. This technology has 

successfully encouraged active community participation in observing and reporting 

environmental problems. To maximize Pantau Semar's efficiency, it is recommended to 

strengthen cross-sector synergy by establishing dedicated work units and developing SOPs 

with clear timelines. The monitoring mechanism must be revitalized through report tracking 

systems and measurable performance metrics. Community engagement needs to be 

intensified through automatic notification systems and continuous dialogue forums. The 

technology platform needs to be innovated with more intuitive interfaces, convergence of 

information services and complaint systems, as well as implementation of data analytics 

features. Additionally, the financing scheme needs to be diversified through partnerships with 

the business sector and special fund allocation in the Regional Budget (APBD). 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi tidak 

dapat dihindari dan terus memengaruhi 

berbagai aspek kehidupan manusia seperti 

sosial, budaya, ekonomi, seni, dan 

teknologi itu sendiri. Salah satu sektor yang 

terdampak adalah informasi. Teknologi 

informasi membawa perubahan besar 

dalam kehidupan masyarakat, terbukti dari 

berkembangnya layanan informasi seperti 

televisi, media online, radio, dan internet. 

Perkembangan teknologi informasi 

semakin pesat dengan ditemukannya 

komputer pada tahun 1955 yang membuat  

 

dunia memasuki era informasi dan 

melahirkan masyarakat informasi 

(information society). Informasi diakui 

sebagai sebuah komoditi yang dapat dijual, 

diberikan, di copy, diciptakan, 

disalahartikan, didistorsikan bahkan dicuri 

(Hammer, 1976).  Secara sederhana, 

banyak orang yang sudah memahami dan 

memiliki konsep tentang sifat dan 

pemilikan informasi yang dulunya tidak 

disadari. Informasi merupakan salah satu di 

antara tiga sumber daya dasar (basic 

resources) selain potensi material dan 



energi. Oleh karena itu, seperti halnya 

materi dan energi, informasi dianggap tidak 

memiliki kegunaan praktis bila tidak 

dioperasionalkan, dan informasi hanya 

dapat dioperasionalkan melalui 

komunikasi. Dinamika perkembangan 

global yang semakin kompleks dan penuh 

ketidakpastian mendorong terjadinya 

transformasi fundamental dalam tata kelola 

pemerintahan. Menurut Anttiroiko (2004), 

innovative governance merupakan 

pendekatan tata kelola yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menciptakan sistem pemerintahan yang 

lebih responsif, efisien, dan partisipatif. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Dunleavy et al. 

(2006) yang menyatakan bahwa era Digital 

Era Governance telah mengubah 

paradigma pengelolaan informasi publik 

menjadi lebih terbuka, kolaboratif, dan 

berorientasi pada pelayanan warga. Dalam 

konteks Indonesia, innovative governance 

telah mulai diimplementasikan melalui 

berbagai program seperti SPBE (Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan 

Smart City. Pratama (2017) 

mengungkapkan bahwa implementasi 

innovative governance di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama 

terkait infrastruktur digital, kapasitas SDM, 

dan harmonisasi regulasi. Namun 

demikian, Nurmandi (2014) berpendapat 

bahwa perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi telah membuka peluang 

bagi pemerintah daerah untuk berinovasi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Di era seperti sekarang sudah 

banyak instansi pemerintah telah 

menjalankan proses kerja manual menjadi 

berbasis online atau digitalisasi. E-

government atau electronic government 

adalah penggunaan teknologi informasi 

oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi dan pelayanan kepada 

masyarakat, dunia bisnis, serta instansi 

pemerintah lainnya. Kota Semarang 

merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki luas wilayah 373,78 km2 

dengan jumlah penduduk sekitar 1,65 juta 

jiwa (BPS Kota Semarang, 2022). Sebagai 

kota metropolitan, Semarang menghadapi 

berbagai permasalahan perkotaan seperti 

kemacetan lalu lintas, banjir, persampahan, 

dan masalah sosial lainnya. Untuk 

mengatasi berbagai permasalahan tersebut, 

Pemerintah kota Semarang berupaya 

menerapkan konsep kota pintar atau smart 

city. Salah satu inovasi program smart city 

yang tengah diimplementasikan saat ini 

adalah Tilik Semar (Titik Layanan 

Informasi dan Keluhan Semarang). Tilik 

Semar merupakan layanan pengaduan 

masyarakat berbasis website dan mobile 

application yang dikelola oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota 

Semarang. Melalui Tilik Semar, 

masyarakat dapat melaporkan berbagai 

keluhan seperti jalan rusak, drainase 



tersumbat, lampu jalan mati, hingga 

masalah sosial seperti pengamen dan 

gelandangan. Tilik Semar telah hadir di 

Kota Semarang sejak 2021 atas inisiasi 

Walikota Hendrar Prihadi. pada tahun 2024 

Pemerintah Kota Semarang mengubah 

nama program “Tilik Semar” menjadi 

“Pantau Semar”. Pantau Semar hanya 

berubah dalam mekanisme aksesnya, 

dimana sebelumnya masyarakat Kota 

Semarang hanya bisa menggunakan laman 

website yang disediakan Pemerintah Kota 

Semarang lewat internet, dan sekarang 

Pantau Semar berubah menjadi aplikasi 

yang dapat di unduh melalui Play Store 

untuk pengguna Android, sayangnya untuk 

pengguna iOS (iPhone) belum bisa 

mengunduh aplikasi Pantau Semar ini. 

Beberapa kendala yang diduga menjadi 

penghambat optimalisasi Pantau Semar di 

antaranya adalah kurangnya sosialisasi, 

tingkat adopsi teknologi yang masih rendah 

di segmen tertentu, ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap tindak lanjut 

pengaduan, hingga masih kurangnya fitur 

interaktif dalam aplikasi Pantau Semar.  

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai 

efektivitas dari penerapan sistem Pantau 

Semar di kota Semarang.  

 

KERANGKA TEORITIS 

1. Sistem Informasi 

Sistem informasi telah menjadi komponen 

fundamental dalam menunjang aktivitas 

organisasi modern. Di era digital yang 

semakin kompleks, organisasi tidak lagi 

dapat beroperasi secara optimal tanpa 

dukungan sistem informasi yang 

terintegrasi dan efisien. Menurut Laudon 

dan Laudon (2018), sistem informasi dapat 

didefinisikan sebagai "serangkaian 

komponen yang saling terkait yang 

mengumpulkan (atau mengambil), 

memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan 

kontrol dalam organisasi." Definisi ini 

menggambarkan sistem informasi sebagai 

entitas multidimensional yang 

mengintegrasikan berbagai unsur dalam 

suatu kerangka fungsional kohesif. Sistem 

informasi tidak hanya melibatkan 

teknologi, tetapi juga prosedur, manusia, 

dan elemen organisasi yang bekerja 

bersama untuk menghasilkan nilai. Hal ini 

menekankan sifat sosio-teknis dari sistem 

informasi—suatu pandangan holistik yang 

mengakui bahwa kesuksesan implementasi 

sistem bergantung pada harmonisasi antara 

aspek teknologi dan non-teknologi. 

Teknologi, meskipun vital, hanyalah salah 

satu komponen dalam ekosistem yang lebih 

besar. Prosedur merepresentasikan 

protokol, kebijakan, dan metodologi yang 

mengatur bagaimana sistem digunakan; 

manusia meliputi pengguna, pengembang, 



administrator, dan pemangku kepentingan 

lainnya dengan berbagai tingkat keahlian, 

preferensi, dan ekspektasi; sedangkan 

elemen organisasi mencakup struktur, 

budaya, strategi, dan proses bisnis yang 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. 

2. Technology Accaptence Model  

Davis (1989: 319-340) mengembangkan 

Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang 

menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan 

penggunaan teknologi informasi. Model ini 

mengusulkan bahwa persepsi kegunaan dan 

kemudahan penggunaan menentukan niat 

pengguna untuk menggunakan sistem, yang 

pada gilirannya mempengaruhi 

penggunaan aktual. Penekanan pada 

interaksi manusia-teknologi ini 

mencerminkan evolusi pemikiran dalam 

bidang sistem informasi yang bergeser dari 

pandangan tekno-sentris menuju perspektif 

yang lebih berpusat pada manusia, yang 

menjadi dasar konseptual bagi 

pengembangan TAM itu sendiri. TAM 

mengidentifikasi dua faktor kunci yang 

memengaruhi penerimaan pengguna 

terhadap teknologi: persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use). Kedua faktor ini secara langsung 

menggambarkan sifat dua arah dari 

interaksi manusia-teknologi yang 

dijelaskan dalam definisi Davis dan Olson. 

Ketika manusia memengaruhi bagaimana 

teknologi dirancang dan digunakan, ini 

tercermin dalam bagaimana sistem 

dirancang untuk memberikan nilai 

kegunaan bagi pengguna. Sebaliknya, 

ketika teknologi memengaruhi bagaimana 

manusia bekerja dan berpikir, ini tercermin 

dalam bagaimana kemudahan penggunaan 

teknologi membentuk pengalaman dan 

produktivitas pengguna. 

3. Partisipasi Publik  

Partisipasi publik telah menjadi komponen 

esensial dalam tata kelola demokratis dan 

pengambilan keputusan di berbagai bidang, 

termasuk kebijakan publik, perencanaan 

pembangunan, pengelolaan lingkungan, 

dan layanan kesehatan. Konsep ini telah 

mengalami evolusi signifikan dalam 

beberapa dekade terakhir, bergerak dari 

pendekatan tokenistik dan simbolis menuju 

model yang lebih substantif, inklusif, dan 

transformatif. Teori partisipasi publik 

menawarkan kerangka konseptual untuk 

memahami bagaimana warga negara dapat 

terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan yang memengaruhi kehidupan 

mereka. Rowe dan Frewer (2005) 

mendefinisikan partisipasi publik sebagai 

"praktik konsultasi dan keterlibatan 

anggota publik dalam agenda-setting, 

pengambilan keputusan, dan aktivitas 

perumusan kebijakan organisasi atau 

institusi yang bertanggung jawab atas 

pengembangan kebijakan." Definisi 



komprehensif ini menekankan keterlibatan 

publik di berbagai tahap proses pembuatan 

kebijakan, dari perumusan agenda awal 

hingga implementasi final, mengakui 

bahwa partisipasi bermakna harus 

mencakup spektrum lengkap aktivitas 

kebijakan, bukan hanya konsultasi pada 

tahap akhir proses pengambilan keputusan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif dengan pengambilan data melalui 

in-depth interview (wawancara mendalam) 

dengan responden. Situs penelitian ini 

adalah aplikasi Pantau Semar atau website 

Pantau Semar yang dapat diakses melalui 

pantausemar.semarangkota.go.id dilakukan 

dengan mengamati dan menganalisis 

tampilan, kegunaan fitur yang ada pada 

Pantau Semar. Kemudian informasi yang 

digali lebih dalam dilakukan dengan 

wawancara dengan Satrio Djati Wicaksono 

selaku penanggung jawab pengembangan 

Pantau Semar di Diskominfo Kota 

Semarang lalu Rasito dan Aziz selaku 

warga Kota Semarang dan pengguna 

Pantau Semar. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi 

virtual dan studi literatur. Dalam 

menganalisis data, peneliti menggunakan 

reduksi data, penyajian data melalui 

analisis wacana kritis, dan penarikan 

kesimpulan. Serta dalam mengkaji kualitas 

data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi  data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

implementasi sistem Pantau Semar dalam 

menangani permasalahan lingkungan di 

Kota Semarang melalui pendekatan 

PIECES Framework, yang mencakup enam 

aspek utama: Performance, Information, 

Economic, Control, Efficiency, dan 

Service. 

1. Performance (Kinerja) 

Hasil wawancara dan observasi 

menunjukkan bahwa Pantau Semar 

memiliki fungsi utama sebagai media 

pelaporan dan pemantauan lingkungan 

secara real-time. Namun, terdapat sejumlah 

tantangan seperti keterlambatan dalam 

respons penanganan laporan, 

ketidaksinkronan antar instansi, dan belum 

meratanya cakupan area CCTV di wilayah 

rawan bencana. Hal ini menyebabkan 

menurunnya kepercayaan publik terhadap 

efektivitas sistem. 

2. Information (Informasi) 

Dalam aspek ini, ditemukan masalah 

signifikan pada keakuratan dan 

kelengkapan data. Misalnya, peta banjir 

masih menggunakan data dari tahun 2022 

yang tidak diperbarui, serta kurangnya 

integrasi data dari BMKG, Dinas PU, dan 

BPBD. Hal ini membuat informasi yang 

disajikan kurang relevan dan tidak 



mendukung pengambilan keputusan yang 

cepat dan akurat. 

3. Economic (Ekonomi) 

Dari sisi ekonomi, pengembangan sistem 

menghadapi tantangan terkait efisiensi 

biaya dan manfaat jangka panjang. Sistem 

sebelumnya (Tilik Semar) bekerja sama 

dengan pihak swasta, yang menyebabkan 

adanya konflik kepentingan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan sistem. 

Transformasi ke Pantau Semar masih 

belum menunjukkan hasil optimal dalam 

efisiensi anggaran publik dan pengelolaan 

sumber daya. 

4. Control (Kontrol) 

Terdapat kelemahan dalam kontrol akses 

dan pencegahan kesalahan. Evaluasi 

menunjukkan bahwa tidak adanya 

pemantauan berkala terhadap posisi kamera 

CCTV serta penggunaan proses manual 

dalam verifikasi laporan berpotensi 

menyebabkan kesalahan data dan 

lambatnya tindak lanjut masalah. Hal ini 

juga diperparah dengan minimnya 

pengawasan terhadap instansi pelaksana. 

5. Efficiency (Efisiensi) 

Walaupun sistem ini diklaim mampu 

mempercepat alur birokrasi pelaporan, pada 

praktiknya ditemukan adanya hambatan 

signifikan. Laporan harus melewati proses 

verifikasi berlapis tanpa mekanisme fast-

track untuk kasus darurat seperti banjir. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya 

manusia dan infrastruktur memperlambat 

proses tindak lanjut. 

6. Service (Layanan) 

Dalam hal layanan, masyarakat masih 

kesulitan menggunakan aplikasi karena 

antarmuka yang kurang ramah pengguna 

serta fitur yang terbatas. Kurangnya 

pelatihan petugas dan penggunaan respons 

standar juga menurunkan kualitas layanan. 

Empati dalam layanan pun dirasa masih 

rendah karena tidak ada fitur untuk 

menyampaikan dampak emosional atau 

tingkat urgensi laporan. 

KESIMPULAN 

Implementasi sistem Pantau Semar 

menghadapi sejumlah kendala operasional 

yang mempengaruhi efisiensi kerjanya. 

Dalam hal koordinasi institusi, sistem 

mengalami hambatan akibat minimnya 

harmonisasi antarlembaga pemerintah yang 

menyebabkan duplikasi fungsi dan 

koordinasi penanganan aduan yang tidak 

optimal. Di samping itu, daya tanggap 

sistem belum memadai karena proses 

resolusi laporan yang terlalu panjang, 

sehingga dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan publik terhadap keandalan 

sistem. Performa sistem juga terpengaruh 

oleh edukasi masyarakat yang belum 

maksimal sehingga hanya sebagian kecil 

yang mengenal dan memanfaatkan Pantau 

Semar. Selain itu, cakupan pengawasan 

masih terbatas karena belum seluruh area 

berisiko lingkungan terlayani infrastruktur 



monitoring. Walaupun demikian, Pantau 

Semar terbukti mampu mendorong 

keterlibatan warga dalam menyampaikan 

keluhan lingkungan dan menjadi media 

komunikasi yang baik antara masyarakat 

dan pemerintah. Penempatan kamera di 

titik-titik strategis juga membuktikan 

kapabilitas sistem dalam mengawasi 

kondisi lingkungan secara langsung. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 

untuk memperkuat koordinasi lintas dinas, 

meningkatkan sistem monitoring dan 

komunikasi dengan masyarakat, 

mengembangkan platform yang lebih baik, 

diversifikasi pendanaan, serta memperkuat 

program sosialisasi. Pengembangan modul 

baru dan jaringan dengan kota lain akan 

menjadikan Pantau Semar sebagai model 

inovatif tata kelola lingkungan partisipatif 

yang berkelanjutan di Kota Semarang. 
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